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Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus
tantangan bagi industri asuransi syariah di Indonesia. Rendahnya
penetrasi pasar, keterbatasan inovasi produk, serta rendahnya literasi
masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi industri
dan realisasi di lapangan. Penelitian ini menawarkan solusi melalui
analisis integrasi insurance technology (insurtech) dengan regulasi dan
prinsip syariah, guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan efisiensi
layanan takaful. Melalui metode analisis isi dan sintesis literatur,
penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi seperti
blockchain, big data analytics, dan Artificial Intelligence (Al) mampu
meningkatkan transparansi dana tabarru’, mempercepat proses
underwriting dan klaim, serta memperluas inklusi layanan perlindungan.
Temuan peneleitia ini juga menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI,
regulasi OJK, dan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor
penentu dalam menjaga kesesuaian antara inovasi digital dan prinsip
maqasid al-shariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi
insurtech syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi
juga memperkuat legitimasi syariah, kolaborasi kelembagaan, dan
kepercayaan masyarakat dalam pengembangan ekosistem keuangan
syariah nasional.

ABSTRACT

The rapid growth of digital technology presents both opportunities and

" challenges for Indonesia’s Islamic insurance industry. Low market

penetration, limited product innovation, and insufficient public literacy
indicate a gap between the sector’s potential and its actual performance.
This study proposes a solution by analyzing the integration of insurance
technology (insurtech) with regulatory frameworks and Sharia
principles to enhance governance and improve the efficiency of takaful
services. Using content analysis and literature synthesis, the study finds
that technologies such as blockchain, big data analytics, and Artificial
Intelligence (AI) enhance the transparency of tabarru’ fund
management, accelerate underwriting and claims processes, and expand
financial inclusion. The findings also highlight that compliance with
DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and the role of the Sharia
Supervisory Board are essential in maintaining alignment between
digital innovation and magqasid al-shariah principles. The study
concludes that the integration of Sharia-compliant insurtech not only
improves operational efficiency but also strengthens Sharia legitimacy,
institutional collaboration, and public trust in advancing Indonesia’s
Islamic financial ecosystem.
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1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan cukup signifikan dalam industri
keuangan global, termasuk sektor asuransi [1]. Digitalisasi memberikan model bisnis baru yang lebih
efisien, cepat, dan transparan, yaitu salah satunya melalui insurance technology (insurtech) [2].
Perkembangan insurtech di Indonesia cukup pesat dan akan terus berkembang seiring dengan munculnya
berbagai penyedia layanan asuransi digital seperti PasarPolis, E-Bancassurance, Fuse, dan sebagainya [3].
Perkembangan ini mulai mengubah asuransi syariah yang selama ini identik dengan layanan melalui tatap
muka, menjadi dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran [4]. Sebagai salah satu lembaga
keuangan syariah non-bank, asuransi syariah memiliki fungsi sebagai penyedia perlindungan risiko
berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus mendorong inklusi keuangan syariah secara nasional (Tila et al., 2019).
Insurtech dianggap mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan asuransi syariah, baik dari sisi distribusi,
pemasaran, maupun layanan klaim [5].

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah memiliki
posisi yang strategis dalam sistem keuangan Islam karena mengedepankan nilai keadilan dan nilai sosial
dengan saling melindungi [6]. Dalam praktiknya, asuransi syariah didasarkan pada akad tolong-menolong
(ta’awun) melalui dana tabarru’, menggunakan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah sebagai model
bisnis sebagaimana diatur pada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 [7]. Hal ini membedakan dasar
asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, karena asuransi syariah lebih berorientasi pada
pertukaran risiko dan profit murni. Akan tetapi, masuknya teknologi digital melalui insurtech berpotensi
mengubah pola hubungan akad dan mekanisme operasional dalam takaful. Perubahan ini menuntut analisis
kritis agar inovasi digital tidak justru menggeser substansi prinsip syariah [8].

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontribusi bruto premi asuransi syariah cukup
meningkat signifikan yaitu sebesar 19,8% dalam periode Maret 2022 hingga Maret 2023. Angka ini
menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap layanan proteksi berbasis syariah [9].
Meskipun demikian, tingkat penetrasi asuransi syariah masih tergolong rendah, yakni sekitar 1,4% terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) dan cukup jauh tertinggal dibanding dengan Malaysia dan Singapura.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar antara potensi pasar dengan realisasi
partisipasi masyarakat. Dalam konteks inilah insurtech dianggap sebagai instrumen strategis yang dapat
digunakan untuk memperluas inklusi keuangan syariah [10].

Perkembangan insurtech menawarkan berbagai inovasi baru dengan memberikan produk yang lebih
fleksibel dan inklusif. Misalnya, munculnya microtakaful yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan
rendah, serta on-demand takaful yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan jangka pendek [11]. Selain itu,
adanya integrasi insurtech dengan big data analytics, Artificial Intelligence (Al), dan blockchain dapat
menekan biaya operasional serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana tabarru’ [12]. Dengan
demikian, digitalisasi melalui insurtech bukan sekadar tren teknologi, melainkan solusi yang potensial bagi
rendahnya penetrasi asuransi syariah di Indonesia [13]. Namun, inovasi ini juga membawa tantangan baru
terkait kesesuaian prinsip syariah dalam setiap proses digitalisasi. Tantangan utama yang sering dihadapi
asuransi syariah adalah keselarasan insurtech dengan prinsip Islam. Transformasi digital cenderung
dipahami sebatas efisiensi dan inovasi, tanpa kajian mendalam mengenai akad yang menjadi inti
operasional takaful [4]. Misalnya, apakah algoritma Al dalam menentukan premi sesuai dengan nilai
tolong-menolong, atau justru hanya mengedepankan logika risiko konvensional [14]. Begitu pula dalam
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distribusi surplus underwriting melalui smart contract, apakah mekanismenya benar-benar selaras dengan
fatwa DSN-MUI [15].

Dalam hal ini, integrasi insurtech syariah pada penelitian ini dianggap sebagai proses penyatuan
antara sistem teknologi digital dengan prinsip, akad, dan tata kelola syariah yang diatur oleh fatwa DSN-
MUIL Integrasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga besifat normatif. Secara teknis, insurtech
menggabungkan teknologi seperti Artificial Intelligence (Al), big data analytics, dan blockchain dalam
proses underwriting, pembayaran kontribusi, dan klaim berbasis akad [16]. Secara normatif, fatwa DSN-
MUI menjadi landasan agar setiap inovasi digital tetap sejalan dengan prinsip ta’awun (tolong-menolong)
dan maslahah (kemanfaatan bersama), sehingga algoritma dan smart contract yang digunakan tidak
menyimpang dari nilai-nilai syariah[17]. Dengan demikian, insurtech syariah tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen digitalisasi, tetapi juga sebagai penguat ckosistem keuangan syariah yang lebih inklusif,
transparan, dan berkeadilan [3].

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perkembangan asuransi syariah pada berbagai
perspektif, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Makhrus (2019) yang menyoroti
pentingnya pengelolaan dana tabarru’ dan memastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.
53/2006, hal ini menjadi dasar legal operasional asuransi syariah di Indonesia [6]. Sementara itu, Penelitin
dari Jannah & Nugroho (2019) menjelaskan bahwa pertumbuhan industri asuransi syariah sangat
dipengaruhi oleh faktor literasi masyarakat, peran agen asuransi, dan dukungan regulasi yang memadai
[18]. Selanjutnya penelitian dari oleh Lin & Chen (2020) melalui kajian internasionalnya yang menegaskan
bahwa perkembangan insurtech dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan,
dan mendorong inovasi produk, tetapi juga memunculkan risiko baru seperti kebocoran data, compliance
risk, dan tantangan regulasi [19]. Serta penelitian dari Basyirah et al. (2021) yang menyoroti peluang
integrasi teknologi blockchain pada manajemen risiko aset digital melalui takaful [20]. Sedangkan
penelitian dari Sam (2023) menegaskan bahwa transformasi digital menjadi elemen kunci dalam
membangun ekosistem inklusi keuangan syariah [5].

Berdasarkan studi terdahulu di atas, sebagian besar penelitian masih pada aspek digitalisasi, efisiensi
operasional, serta manajemen risiko dalam industri asuransi syariah. Namun, belum banyak penelitian yang
secara eksplisit menelaah keterkaitan antara inovasi insurtech dengan mekanisme akad dan kepatuhan
terhadap regulasi dan fatwa DSN-MUI sebagai inti dari legitimasi syariah dalam sistem takaful digital.
Selain itu, celah penelitian tampak pada kurangnya kajian yang mengintegrasikan perspektif teknologi,
seperti penggunaan artificial intelligence, big data analytics, dan blockchain, dengan pendekatan normatif
Magqasid al-Shariah dalam kerangka pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional. Dengan
demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan melalui analisis komprehensif tentang bagaimana
insurtech dapat memperkuat prinsip syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong literasi
keuangan syariah di Indonesia.

2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis isi (content
analysis) dan sintesis literatur untuk mengeksplorasi integrasi insurtech syariah dalam digitalisasi asuransi

di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji masih bersifat konseptual dan memerlukan

pemetaan teori, regulasi, serta praktik industri guna membangun kerangka konseptual yang komprehensif

[21]. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai

sumber, antara lain:

a) Dokumen regulatif, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Fatwa DSN-
MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor
117/DSN-MUV/1I/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi [7], [22];

b) Laporan lembaga resmi, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
(AASI), dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS);
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c) Artikel jurnal ilmiah, buku, serta laporan riset nasional dan internasional yang membahas topik
insurtech, digitalisasi keuangan, dan magqasid al-shariah.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.1

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika
pertumbuhan ekonomi Islam dan inovasi teknologi finansial (financial technology). Berdirinya PT.
Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994 menandai tonggak awal industri asuransi syariah nasional [23].
Namun, selama dua dekade pertama, pertumbuhan sektor ini berjalan lambat karena terbatasnya literasi
keuangan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya inovasi produk [24]. Transformasi signifikan
mulai dirasakan sejak perkembangan big data, Internet of Things (10T), dan Artificial Intelligence (Al)
[12]. Teknologi ini membuka peluang digitalisasi sistem asuransi syariah yang sebelumnya mengandalkan
tatap muka, menjadi berbasis daring dan otomatis [25]. Hal ini bisa dioptimalkan melalui teknologi digital
melaui penerapan insurtech syariah sebagai katalis dalam memperluas inklusi dan efisiensi keuangan
syariah.

Transformasi digital dalam industri asuransi syariah merupakan hasil dari adopsi teknologi informasi
yang mampu menggabungkan aspek kecepatan, efisiensi, dan transparansi dengan nilai-nilai syariah [26].
Insurance technology (insurtech) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat digitalisasi di sektor
asuransi, sekaligus memperluas akses terhadap layanan perlindungan berbasis prinsip Islam [14]. Integrasi
ini tidak hanya mencakup inovasi teknologi, tetapi juga melibatkan harmonisasi antara sistem digital
dengan regulasi dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan [27]. Proses integrasi ini sebagaimana Teori
Difusi Inovasi (Everett M. Rogers, 2003) dan Technology Acceptance Model (Davis, 1989). Kedua teori
ini relevan untuk memahami bagaimana masyarakat dan lembaga asuransi menerima serta mengadopsi
teknologi baru dalam konteks keuangan syariah.

Integrasi insurtech syariah dalam industri asuransi dapat dijelaskan melalui dua teori utama: Teori
Difusi Inovasi (Everett M. Rogers, 1964) dan Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989).
Berdasarkan Teori Difusi Inovasi (oleh Everett M. Rogers, 1964), adopsi teknologi terjadi karena adanya
keunggulan relatif, kesesuaian (compatibility), dan kemudahan diamati hasilnya (observability) [28].
Dalam konteks asuransi syariah, insurtech menawarkan keunggulan relatif berupa efisiensi klaim,
transparansi dana tabarru’, dan kemudahan akses layanan [3]. Adapun kompatibilitasnya diukur dari sejauh
mana inovasi digital tersebut tetap menjaga prinsip fa ‘awun dan keadilan muamalah sesuai dengan fatwa
DSN-MUI [6].

Sementara itu, menurut Technology Acceptance Model (TAM) (oleh Davis, 1989), pengguna akan
menerima insurtech syariah apabila mereka merasa teknologi tersebut bermanfaat (perceived usefulness)
dan mudah digunakan (perceived ease of use) [29]. Dalam praktiknya, manfaat yang dirasakan tidak
semata-mata bersifat teknis, tetapi juga spiritual: adanya jaminan kepatuhan syariah meningkatkan
kepercayaan pengguna Muslim terhadap produk digital. Dengan demikian, faktor utama keberhasilan
integrasi insurtech bukan hanya kecanggihan sistem, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai syariah tertanam
dalam pengalaman digital pengguna [30].

Implementasi nyata dari teori ini dapat dilihat pada penerapan sistem Al-based underwriting, klaim
digital otomatis, dan blockchain transparency yang memastikan transaksi bebas dari gharar dan riba.
Inovasi ini dapat mempercepat proses, menekan biaya operasional, dan memperkuat kepercayaan publik
terhadap kehalalan produk asuransi syariah [31]. Dengan demikian, teori Difusi Inovasi dan TAM
memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana proses penerimaan dan adopsi
insurtech di sektor asuransi syariah terbentuk melalui kombinasi antara aspek teknologis dan nilai-nilai
religius.
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3.1.2 Implementasi Peran Regulasi dalam Praktik Asuransi Syariah Berbasis Digital

Implementasi regulasi pada asuransi syariah berbasis digital merupakan hal penting untuk
memastikan seluruh inovasi teknologi tetap berada sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk
insurtech syariah. OJK berfungsi sebagai regulatory authority yang menetapkan kebijakan, memberikan
izin, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi [10]. Dalam
konteks ini, keberadaan regulasi seperti POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital
(IKD) di Sektor Jasa Keuangan menjadi landasan utama pengaturan insurtech di Indonesia. Selain itu,
SEOJK No. 24/SEOJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa
Keuangan memberikan pedoman teknis bagi pelaku industri, termasuk asuransi syariah, agar tetap sesuai
dengan prinsip transparansi, manajemen risiko, dan tata kelola syariah (governance). Melalui kerangka ini,
OJK berupaya mendorong digital transformation tanpa mengabaikan prinsip syariah melalui koordinasi
dengan DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah [32]. Dengan demikian, peraturan OJK tidak hanya
bertujuan menciptakan iklim inovasi yang kondusif, tetapi juga memastikan bahwa setiap adopsi teknologi
mendukung integritas, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem keuangan syariah di Indonesia [33].

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) merupakan fondasi utama dalam seluruh
kegiatan ekonomi Islam, termasuk dalam penerapan insurtech pada asuransi syariah [15]. Secara teoritis,
fatwa DSN-MUI berfungsi memastikan semua kegiatan ekonomi, termasuk transformasi digital di bidang
keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks asuransi syariah berbasis digital, terdapat dua fatwa
utama yang sering dijadikan rujukan. Pertama, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menjelaskan dasar-dasar pelaksanaan takaful melalui prinsip
ta’awun (tolong-menolong), penggunaan dana tabarru’, serta penerapan akad wakalah bil ujrah dan
mudharabah dalam pengelolaan dana peserta [7]. Kedua, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/11/2018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang
memberikan landasan teoretis terhadap penggunaan teknologi digital dalam sistem keuangan Islam. Fatwa
ini menekankan pentingnya menjaga prinsip kejujuran (shidq), transparansi (amanah), dan keamanan data
agar tidak terjadi unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), ataupun maysir (spekulasi) dalam kegiatan
transaksi berbasis teknologi [22].

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi syariah saat ini mulai menggunakan akad elektronik dan
tanda tangan digital sebagai bentuk kesepakatan hukum antara peserta dan perusahaan, tanpa
menghilangkan nilai ta ‘awun (tolong-menolong) yang menjadi dasar takaful [34]. Dengan demikian, fatwa
tersebut tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai landasan dalam penyusunan mekanisme
akad di platform digital yang menjamin kejelasan, transparansi dan keabsahan transaksi. Implementasi ini
sebagai upaya dari lembaga asuransi syariah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaiamana telah ditetapkan DSN-MUI.

Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting seiring berkembangnya
ekosistem digital. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021, DPS memiliki
kewenangan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berbasis teknologi dalam InsurTech Syariah berjalan
sesuai syariat Islam [35]. Pengawasan yang dilakukan tidak lagi terbatas pada aspek administratif,
melainkan juga mencakup audit digital terhadap algoritma, sistem pembayaran daring, serta keabsahan
akad elektronik. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pengawal utama implementasi fatwa DSN-MUI
di ranah digital, sehingga seluruh proses transaksi dan manajemen risiko dalam asuransi syariah tetap
berada sesuai sharia compliance [36]. Secara keseluruhan, penerapan fatwa DSN-MUI dalam praktik
asuransi syariah digital menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan teknologi modern. Fatwa
memiliki fungsi sebagai fondasi hukum dan moral yang memastikan inovasi digital tetap sejalan dengan
nilai magqasid al-shariah. Implementasi yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI tidak hanya memperkuat
legitimasi hukum asuransi syariah digital, tetapi juga meneguhkan perannya sebagai bagian dari ekosistem
keuangan syariah nasional yang adaptif, transparan, dan berkeadilan [4].
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3.1.3 Integrasi Nilai Maqasid al-Shariah dalam Insurtech Syariah
Penerapan Magqasid al-Shariah dalam pengembangan InsurTech syariah di Indonesia menunjukkan

bahwa prinsip-prinsip syariah dapat beradaptasi dalam sistem digital tanpa menghilangkan substansi nilai-
nilai syariah. Teori Magqasid al-Shariah merupakan konsep hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap
ketentuan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan
(mafsadah) [37]. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa maqasid terdiri atas lima
prinsip utama, namun setelah di kaji, ada tiga maqasid yang paling dominan dalam praktik asuransi syariah
digital yaitu:
a) Hifdz al-mal (perlindungan harta) diwujudkan melalui penerapan teknologi seperti blockchain dan big

data analytics yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tabarru’. Teknologi
ini mencatat setiap transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah (immutable record), sehingga
meminimalkan potensi manipulasi data atau penyalahgunaan dana peserta [34].
b) Hifdz al-nafs (perlindungan jiwa) tercermin dari kemampuan insurtech dalam memperluas jangkauan

layanan perlindungan kepada masyarakat luas, termasuk kelompok berpendapatan rendah dan pelaku
UMKM. Melalui digitalisasi, produk-produk microtakaful dan on-demand takaful menjadi lebih mudah
diakses, efisien, dan terjangkau [38].
c) Hifdz al-din (penjagaan agama) terimplementasi melalui sistem digital yang dirancang berdasarkan

fatwa DSN-MUI dan prinsip shariah compliance. Seluruh kontrak, tata kelola, dan proses transaksi
dikembangkan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memastikan kehalalan setiap
aktivitas keuangan. Dengan cara ini, inovasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi
juga sebagai sarana ibadah yang mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern [39].
Adapun fungsi Magqasid al-Shariah dalam perkembangan ekonomi adalah sebagai instrumen yang menilai
sejauh mana suatu inovasi sejalan dengan tujuan syariah. Integrasi teknologi pada sistem keuangan syariah
harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan [40]. Misalnya, perlindungan terhadap
harta (hifdz al-mal) menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan digital yang lebih aman dan
transparan, sementara perlindungan terhadap jiwa (hifdz al-nafs) menuntut agar inovasi keuangan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan menghindarkan masyarakat dari praktik keuangan yang dapat merugikan.
Dengan perspektif ini, maqasid al-shariah menjadi alat analisis untuk menilai kesesuaian moral, sosial, dan
spiritual dari setiap teknologi yang diadopsi dalam sistem keuangan Islam [41].

Selain itu, maqasid menganggap sebuah inovasi teknologi merupakan sebuah bagian dari ijtihad
kontemporer yang bertujuan untuk memperluas penerapan nilai-nilai Islam di era modern. Pengembangan
InsurTech syariah tidak hanya diukur dari efisiensi operasionalnya saja, tetapi juga dari kontribusinya
terhadap pencapaian untuk kemaslahatan secara umum [42]. Prinsip maslahah menuntut agar digitalisasi
tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial seperti pemerataan akses
perlindungan risiko, peningkatan literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan kata lain,
teknologi dipandang sah secara syariah apabila mampu memperkuat fungsi keadilan sosial dan menegakkan
prinsip tolong-menolong (fa’awun) dalam transaksi keuangan [31]. Setiap inovasi seperti big data
analytics, artificial intelligence, dan blockchain perlu diarahkan untuk mendukung tujuan maqasid, bukan
sekadar efisiensi ekonomi. Prinsip kejujuran (sidg), keadilan (‘ad/), dan amanah harus menjadi landasan
dalam praktik, pengelolaan data, serta pelayanan berbasis digital [43]. Adanya adopsi teknologi sebagai
sarana untuk menegakkan kemaslahatan, menjaga moralitas ekonomi, dan memastikan bahwa kemajuan
digital tetap sesuai pada nilai keadilan dan kesejahteraan umat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan maqasid dalam ekosistem InsurTech syariah
memperkuat dimensi moral dan sosial dari industri asuransi. Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence) dalam proses underwriting dan klaim telah meningkatkan efisiensi, tetapi tetap dikendalikan
oleh prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah). Hal ini sejalan dengan tujuan magqasid untuk
mewujudkan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan keadilan sosial. Penggunaan smart contract
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dalam sistem takaful digital juga berkontribusi terhadap kepastian hukum, karena setiap transaksi terekam
secara otomatis dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan demikian, penerapan maqasid tidak hanya menjadi
prinsip etika, tetapi juga kerangka operasional yang memandu inovasi digital agar sejalan dengan nilai-nilai
Islam.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqasid al-shariah dalam praktik
InsurTech syariah mampu menyeimbangkan antara efisiensi teknologi dan kepatuhannya terhadap nilai-
nilai Islam. Sehingga penerapan dari prinsip maqasid tidak hanya menjadikan transformasi digital sebagai
modernisasi sistem saja, tetapi juga sebagai instrumen yang berlandaskan keadilan sosial dan kesejahteraan
umat [44]. Ke depan, pendekatan berbasis maqasid diharapkan dapat menjadi kerangka kerja utama dalam
pengembangan inovasi keuangan syariah digital di Indonesia, agar kemajuan industri tidak hanya diukur
dari profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana ia mendatangkan maslahah bagi masyarakat luas.

3.1.4 Implikasi terhadap Ekosistem Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil sintesis teori dan analisis praktik pengembangan keuangan syariah di Indonesia,
penelitian ini mengusulkan sebuah Model Ekosistem Insurtech Syariah. Sebagaimana pada Gambar 1 yang
menampilkan lima komponen utama yang berperan secara sinergis dalam memperkuat tata kelola dan
integrasi sistem asuransi syariah digital.

DEWAN SYARIAH

NASIONAL-MAIJELIS OTORITAS JASA
ULAMA INDONESIA KEUANGAN (0OJK)
(DSN-MUT)
INSURTECH
SYARIAH
ASOSIASI ASURANSI .
SYARIAH FINTECH DAN BANK

INDONESIA (AAST) SEARIAH

v

MASYARAKAT DAN
PELAKU ASURANSI
SYARIAH

Gambar 1: Kerangka Konseptual Ekosistem Insurtech Syariah di Indonesia

Model ini menggambarkan hubungan koordinatif antara lembaga otoritas keagamaan, regulator,
asosiasi industri, pelaku keuangan, serta masyarakat pengguna dalam menciptakan sistem insurtech yang
terintegrasi, patuh syariah, dan berkelanjutan. Hal ini karena keberhasilan digitalisasi asuransi syariah tidak
hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada sinergi kelembagaan dan legitimasi hukum
syariah yang mengatur operasionalnya. Terdapat lima komponen utama yang berperan secara simultan
dalam membentuk ekosistem insurtech syariah nasional:

a) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUTI)

DSN-MUI berperan sebagai otoritas fatwa dan penjamin kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas
insurtech. Fungsi utamanya mencakup penyusunan pedoman dan fatwa mengenai akad, transaksi, serta
produk keuangan digital agar tetap sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah. DSN-MUI memastikan bahwa
inovasi digital tidak menyimpang dari prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan ‘adl (keadilan) [6].

b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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OJK berfungsi sebagai regulator yang memastikan stabilitas dan kepatuhan sistem keuangan syariah
melalui pengawasan digital dan regulasi inovasi keuangan berbasis teknologi. Dalam konteks insurtech
syariah, OJK memfasilitasi pengujian model bisnis baru, memberikan izin operasional, serta melakukan
mitigasi terhadap risiko sistemik dan risiko kepatuhan (compliance risk). Peran OJK sangat penting dalam
menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, sehingga perkembangan insurtech tetap
berada dalam koridor regulasi yang sehat dan berkeadilan [10].

c) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

AASI berperan sebagai wadah koordinasi industri yang mendorong peningkatan literasi, standardisasi
operasional, dan penyusunan pedoman praktik terbaik (best practices) dalam asuransi syariah digital. Selain
itu, AASI juga berperan dalam memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap manfaat takaful berbasis teknologi [9].

d) Fintech dan Bank Syariah

Fintech dan bank syariah menjadi komponen penggerak utama dalam integrasi sistem pembayaran,
pembiayaan premi, dan digital onboarding bagi peserta asuransi. Kolaborasi antara fintech dan lembaga
keuangan syariah memungkinkan terciptanya layanan yang cepat, transparan, dan efisien, seperti sistem
pembayaran otomatis melalui QRIS syariah, integrasi data nasabah antar platform, serta smart contract
berbasis blockchain. Peran ini sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital syariah yang inklusif dan
dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

e) Masyarakat dan Pelaku Asuransi Syariah

Masyarakat dan pelaku asuransi merupakan pengguna akhir dari sistem insurtech syariah. Mereka
berperan sebagai penerima manfaat dari perlindungan takaful digital, sekaligus menjadi bagian penting
dalam memperkuat trust dan literasi keuangan syariah. Partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi
digital native, menjadi faktor kunci dalam memperluas adopsi layanan insurtech. Dalam konteks ini, literasi
keuangan digital dan pemahaman terhadap akad syariah menjadi prasyarat penting agar transformasi digital
berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Hubungan kelima komponen ini bersifat saling melengkapi dan interdependen. DSN-MUI
memberikan legitimasi syariah, OJK menyediakan kerangka regulasi dan pengawasan, AASI membangun
koordinasi industri dan literasi, fintech serta bank syariah berfungsi sebagai motor inovasi teknologi,
sementara masyarakat menjadi pusat penerapan dan penerima manfaat. Kolaborasi ini membentuk
ekosistem insurtech syariah yang holistik, di mana prinsip efisiensi digital berpadu dengan nilai moral dan
keadilan syariah. Dengan model ini, diharapkan arah pengembangan asuransi syariah di Indonesia dapat
bergerak menuju sistem yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada maqasid al-shariah, sekaligus
memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi keuangan syariah global. Integrasi insurtech syariah
tidak dapat dilepaskan dari konteks makro sistem keuangan Islam. Inovasi digital ini berpotensi
memperkuat ekosistem keuangan syariah, yaitu sistem yang mencakup keterhubungan antara lembaga-
lembaga seperti bank syariah, fintech, asuransi syariah, lembaga zakat, dan wakaf digital [45]. Dalam
ekosistem ini, semua sistem lembaga keuangan memiliki peran saling melengkapi untuk mewujudkan
inklusi yang lebih luas dan berkeadilan.

Secara teoritis, hubungan antarlembaga keuangan syariah dapat dijelaskan melalui konsep ekonomi
berbasis jaringan (networked economy). Inovasi digital memperkuat koneksi melalui sistem pembayaran
terintegrasi, manajemen risiko berbasis data, dan kolaborasi regulasi lintas sektor. Namun, efektivitas
integrasi ini juga sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan digital masyarakat Muslim. Rendahnya
literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penghambat utama adopsi insurtech [10]. Oleh karena
itu, teori ekosistem keuangan syariah menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator (OJK), otoritas
fatwa (DSN-MUI), asosiasi industri (AASI), serta pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun
kepercayaan terhadap sistem digital yang berbasis nilai Islam. Kolaborasi ini menjadi dasar bagi terciptanya
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sinergi antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah dalam membangun sistem keuangan yang
berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi InsurTech pada industri asuransi syariah di
Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif, efisien,
dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi digital
seperti blockchain, big data analytics, dan Artificial Intelligence (Al) pada asuransi syariah mampu
meningkatkan transparansi pengelolaan dana tabarru’, mempercepat proses klaim, serta memperluas akses
layanan kepada masyarakat. Namun demikian, tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap
menjadi faktor kunci agar transformasi digital berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Integrasi InsurTech pada
asuransi syariah di Indonesia menjadi langkah yang strategis dalam memperkuat fondasi ekosistem
keuangan syariah menjadi ekosistem keuangan yang inklusi, lebih efisien, dan keberlanjutan.

Sinergi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
terbukti menjadi fondasi normatif bagi pengembangan InsurTech berbasis syariah. Kolaborasi dari pihak-
pihak terkait, meliputi DSN-MUI, OJK, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), lembaga keuangan
syariah, serta masyarakat, mendorong terbentuknya ekosistem keuangan digital yang terintegrasi,
partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan harapan awal dalam
pendahuluan, yakni menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan harmonis dengan prinsip syariah
melalui penguatan regulasi, kolaborasi, dan tata kelola yang baik.

Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman tentang integrasi Diffusion of Innovation
Theory dan Technology Acceptance Model dalam konteks keuangan Islam digital, sekaligus menegaskan
relevansi maqasid al-shariah sebagai landasan etis transformasi digital. Penerapan InsurTech yang
berlandaskan maqasid al-shariah menunjukkan bahwa kemajuan dan adopsi penggunaan teknologi digital
tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan dapat menjadi instrumen pendukung untuk
mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedepan, penelitian ini memiliki prospek pengembangan
melalui pendekatan empiris untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan persepsi
masyarakat terhadap InsurTech syariah. Studi lanjutan diharapkan mampu memberikan gambaran yang
lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepercayaan, partisipasi, dan keberlanjutan ekosistem
keuangan syariah digital di Indonesia, sehingga dapat memperkuat formulasi kebijakan dan inovasi industri
keuangan syariah yang berdaya saing global.
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